
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 110 ayat (1)
huruf c Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil;

13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
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16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyedia
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sinjai
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
3);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah.

6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bertanggunjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

7. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atas
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Pelayanan Pendapatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau Pelayanan
pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Instansi
Pelaksana.

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
terhutang.

11. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terhitung.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
Surat untuk melasanakan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi
berupa denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah PenggantiannBiaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan:
a. Kartu Tanda Penduduk ;
b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
c. Kartu Identitas Kerja;
d. Surat Kartu Penduduk Sementara;
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
f. Kartu Keluarga; dan
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g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga
Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi yang menikmati Pelayanan
penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil.

(2) Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1),
bagi masyarakat tidak mampu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa.

(2) Alokasi beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penggantian biaya cetak, kegiatan opersional, pengadaan fasilitas
prasarana dan sarana, serta jasa pelayanan Kependudukan dan catatan
Sipil.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi

didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.


